
Irvan Amalya Lewa, I Putu Yoga Bumi Pradana, Nursalam| Implementasi Kebijakan Kesejahteraan 

Sosial Lanjut Usia: Telaah Isi dan Lingkungan Kebijakan (Model Grindle) . . .  

440 | Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik |Volume 7 | Nomor 3 | Tahun 2025 | (Hal. 440-447) 

 

 Volume 7 Nomor 3 Tahun 2025 

e-ISSN : 2798-5539 (Online), p-ISSN : 2798-6101 (Print) 

http://jmiap.ppj.unp.ac.id 

 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA: 

TELAAH ISI DAN LINGKUNGAN KEBIJAKAN (MODEL GRINDLE)  

(STUDI UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG) 

Irvan Amalya Lewa1(a), I Putu Yoga Bumi Pradana2(b), Nursalam3(c) 

1,2,3Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Nusa Cendana Kupang 
a)irvanalewa@gmail.com, b)yoga.pradana@staf.undana.ac.id, c)nursalamjeppu@yahoo.com 

INFORMASI  

ARTIKEL 
ABSTRAK 

 

Article History: 

Dikirim: 

28-06-2025 

Diterbitkan Online: 

30-09-2025 

 

 

Kata Kunci:  

Implementasi Kebijakan, 

Kesejahteraan Sosial, Lansia 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan 

kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang dilaksanakan oleh UPTD 

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang serta mengidentifikasi faktor-

faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan teori 

implementasi kebijakan Grindle yang menekankan dua indikator utama, yaitu 

konten kebijakan dan konteks pelaksanaan kebijakan. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data diperoleh dari 

sembilan informan yang dipilih secara purposive serta dokumen pendukung 

terkait kebijakan dan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan kesejahteraan sosial lanjut usia telah berjalan, namun 

belum optimal. Berdasarkan analisis model Grindle, ditemukan permasalahan 

pada relevansi program layanan, proses perekrutan tenaga pelaksana, alokasi 

dan efisiensi anggaran, serta kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini 

mengimplikasikan perlunya evaluasi kebijakan dan penguatan tata kelola 

implementasi melalui penyesuaian program berbasis kebutuhan lansia, 

perbaikan manajemen sumber daya, serta peningkatan kapasitas pelaksana 

agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the implementation of social welfare policy for 

older persons carried out by the Regional Technical Implementation Unit 

(UPTD) for Elderly Social Welfare in Kupang and to identify the factors that 

hinder its implementation. The study applies Grindle’s policy implementation 

framework, which emphasizes two key dimensions: policy content and policy 

context. A qualitative research approach was employed, with data collected 

through observation, in-depth interviews, and documentation. The data were 

obtained from nine purposively selected informants and relevant policy-

related documents. The findings indicate that the implementation of the 

elderly social welfare policy has been carried out but has not yet been 

optimal. Based on Grindle’s analytical model, several issues were identified, 

including the relevance of service programs, the recruitment process of 

implementers, budget allocation and efficiency, and the capacity of human 

resources. These findings imply the need for policy evaluation and the 

strengthening of implementation governance through needs-based program 

adjustments, improved resource management, and capacity building of 

implementers to ensure that policy objectives are achieved more effectively 

and sustainably. 
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PENDAHULUAN 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pemenuhan tujuan tersebut menjadi 

kewajiban negara untuk menjamin hak-hak 

dasar warganya melalui kebijakan publik 

sebagai instrumen utama. Kebijakan publik 

berfungsi sebagai sarana negara dalam 

mewujudkan tujuan nasional dengan 

merancang dan melaksanakan langkah-langkah 

penyelesaian atas berbagai persoalan sosial, 

termasuk kesejahteraan kelompok rentan 

(Kristian, 2023; Nurdin & Harris, 2017). Oleh 

karena itu, kebijakan yang berpihak pada 

kelompok rentan menjadi fondasi penting 

dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. 

Salah satu kelompok rentan yang 

membutuhkan perhatian khusus adalah lanjut 

usia (lansia), terutama mereka yang berada 

dalam kondisi terlantar. Negara memiliki 

kewajiban konstitusional sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945, 

yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak 

terlantar dipelihara oleh negara. Amanat ini 

diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 

yang menjamin hak lansia atas pelayanan sosial, 

kesehatan, dan perlindungan sosial guna 

mewujudkan kehidupan yang bermartabat. 

Dengan demikian, kesejahteraan lansia tidak 

dapat dipandang sebagai kebijakan karitatif, 

melainkan sebagai tanggung jawab negara yang 

melekat. Efektivitas kebijakan lansia sangat 

bergantung pada kapasitas negara dalam 

menyediakan anggaran, tenaga profesional, 

serta sistem pelayanan yang adaptif terhadap 

kebutuhan lansia yang terus berkembang 

(Sulastri & Prakoso, 2021). 

Secara demografis, Indonesia tengah 

mengalami percepatan penuaan penduduk. Pada 

tahun 2019 jumlah lansia mencapai 27,5 juta 

jiwa (10,3% populasi) dan meningkat menjadi 

29,3 juta jiwa (10,8%) pada 2021, serta 

diproyeksikan mencapai 20,3% pada tahun 

2045 (BKKBN, 2019; Kemenkes, 2021). 

Peningkatan ini diikuti oleh berbagai risiko 

sosial, seperti kerentanan ekonomi, masalah 

kesehatan kronis, dan isolasi sosial (Sari & 

Wahyuningsih, 2019). Sekitar 49% lansia masih 

harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

dasar, yang menunjukkan belum optimalnya 

sistem perlindungan sosial bagi kelompok ini 

(TNP2K & SMERU, 2021). Kondisi tersebut 

menegaskan urgensi tidak hanya pada 

perumusan kebijakan lansia, tetapi juga pada 

kualitas implementasinya di tingkat lokal. 

Sebagai bentuk respons, pemerintah daerah 

menyelenggarakan pelayanan lansia melalui 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, termasuk 

UPTD di Kota Kupang, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Namun, secara empirik, 

kapasitas layanan masih jauh dari memadai. 

Data BPS NTT (2017) menunjukkan bahwa 

hanya terdapat satu UPTD lansia di provinsi 

tersebut, sementara jumlah lansia terlantar 

mencapai 52.666 jiwa. Di tingkat implementasi, 

UPTD Kupang menghadapi berbagai kendala, 

seperti keterbatasan dokumen administrasi 

lansia, minimnya anggaran operasional, 

kekurangan sumber daya manusia, serta sarana 

prasarana yang belum ramah lansia. Kondisi ini 

mencerminkan adanya kesenjangan antara 

tujuan kebijakan dan realitas pelaksanaannya di 

lapangan. 

Fenomena tersebut sejalan dengan temuan 

berbagai studi implementasi kebijakan lansia di 

daerah lain. Penelitian di beberapa kabupaten di 

Jawa menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan kesejahteraan lansia kerap terkendala 

oleh keterbatasan anggaran, lemahnya 

koordinasi antarpelaksana, dan rendahnya 

kualitas sumber daya manusia. Studi di negara 

berkembang lain, seperti Thailand dan beberapa 

negara Asia Selatan, juga menemukan 

kesenjangan serupa antara desain kebijakan 

lansia dan praktik implementasinya, terutama 

pada aspek kapasitas kelembagaan dan 

responsivitas layanan sosial. Temuan-temuan 

tersebut mengindikasikan bahwa tantangan 

implementasi kebijakan lansia bersifat 

struktural dan kontekstual, bukan semata 

persoalan regulasi. 

Namun demikian, sebagian besar penelitian 

terdahulu masih berfokus pada evaluasi 

program atau capaian kebijakan secara parsial. 

Kajian yang secara sistematis menganalisis 

interaksi antara isi kebijakan dan konteks 

implementasi dalam kerangka implementasi 

kebijakan, khususnya pada level institusional 

UPTD di daerah dengan keterbatasan struktural 

seperti Kupang, masih relatif terbatas. Di 

sinilah letak empirical gap dan theoretical gap 

penelitian ini. 

Secara teoritik, penelitian ini menggunakan 

kerangka implementasi kebijakan Grindle yang 

menekankan dua dimensi utama, yaitu isi 

kebijakan (policy content) dan lingkungan 

implementasi (policy context). Pendekatan ini 

relevan untuk memahami dinamika 

pelaksanaan kebijakan lansia di tingkat lokal 
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yang tidak selalu berjalan secara linier. 

Pendekatan ini juga diperkaya dengan 

perspektif operational governance (Hill & 

Hupe, 2014; 2022), human rights-based 

approach, serta public service logic (Osborne et 

al., 2021), yang menempatkan lansia sebagai 

subjek kebijakan dan menekankan pentingnya 

kolaborasi serta penciptaan nilai publik. 

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini 

menawarkan kebaruan berupa analisis 

implementasi kebijakan kesejahteraan sosial 

lansia berbasis studi kasus institusional pada 

UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di 

Kupang, dengan menekankan relasi antara 

desain kebijakan, kapasitas pelaksana, dan 

konteks lingkungan implementasi. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis proses 

implementasi kebijakan kesejahteraan sosial 

lansia, mengidentifikasi faktor-faktor 

penghambat pelaksanaannya, serta 

mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut 

mampu memenuhi hak-hak lansia sesuai 

amanat perundang-undangan. 

Berdasarkan kompleksitas pelaksanaan 

kebijakan di lapangan, penelitian ini 

menggunakan pendekatan implementasi 

kebijakan dari Grindle yang mencakup dimensi 

isi kebijakan dan lingkungan implementasi 

untuk menganalisis pelaksanaan program 

kesejahteraan lansia pada UPTD Kesos Lansia 

Kupang. 

 

 
Gambar 1. Kerangka penelitian 

Sumber: Diolah Peneliti, 2025 

 

Adapun rumusan masalah dari penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses implementasi 

kebijakan kesejahteraan lanjut usia pada 

UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 

di Kupang? 

2. Apa saja yang menjadi faktor 

penghambat dalam proses 

implementasinya? 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif untuk mengkaji 

implementasi kebijakan kesejahteraan sosial 

lanjut usia dan faktor-faktor penghambatnya di 

UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di 

Kupang, dengan menggunakan perspektif teori 

implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle 

(1980), yang mencakup dua dimensi utama: isi 

kebijakan (content of policy) dan konteks 

implementasi (context of implementation).  

Fokus isi kebijakan mencakup kepentingan 

yang terlibat, manfaat yang dihasilkan, derajat 

perubahan yang diharapkan, pelaksana 

kebijakan, serta sumber daya yang tersedia; 

sementara konteks implementasi mencakup 

kekuasaan dan strategi para aktor, karakteristik 

lembaga, serta tingkat kepatuhan dan daya 

tanggap pelaksana. Data diperoleh melalui 

teknik observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. Informan ditentukan secara 

purposive dan meliputi, Kepala Seksi 

Kesejahteraan Sosial Lansia, Pekerja Sosial 

(PEKSOS), perawat, pendamping lansia, serta 

beberapa lansia sebagai warga binaan sosial. 

Analisis data menggunakan model interaktif 

Miles dan Huberman, yaitu kondensasi data, 

penyajian data, serta penarikan dan verifikasi 

kesimpulan. Validitas data dijaga melalui 

triangulasi teknik dan konfirmasi kepada 

informan (member check) untuk memastikan 

keandalan dan keabsahan temuan (Sugiyono, 

2018). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dimensi utama yang menjadi penentu 

keberhasilan Implementasi Kebijakan 

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia pada UPTD 

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang 

dapat dianalisis menggunkan 2 variabel, yakni: 

1) Isi kebijakan dan 2) Lingkungan kebijakan. 
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Gambar 2. Skema Implementasi Kebijakan 

Kesejahteraan Sosial Lansia & 

Determinanannya pada UPTD 

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di 

Kupang 
Sumber: diolah peneliti, 2025 

 

Isi kebijakan dengan beberapa komponen 

turunan di dalamnya, yakni: 1) Kepentingan; 2) 

Manfaat; 3) Derajat Perubahan; 4) Pelaksana; 

dan 5) Sumber daya. Masing-masing dari 

komponen ini memiliki pengaruh terhadap 

implementasi kebijakan ini. Adapun problem 

yang ditemukan pada variabel konten kebijkan 

ini, ditemui pada komponen; 1) Kepentingan; 2; 

Pelaksana dan 3) Sumber daya. Problem yang 

ditimbulkan muncul dari adanya 

determinan/faktor eksternal, seperti: intervensi 

pimpinan (berdampak pada proses perekrutan 

pelaksana), refocusing dan efisiensi anggaran 

yang dilakukan pemerintah (berdampak pada 

ketersediaan sumber daya. 

Sedangkan, untuk lingkungan kebijakan 

dengan beberapa komponen turunan di 

dalamnya, yakni: 1) Kekuasaan dan strategi 

aktor yang terlibat; 2) Karakteristik lembaga 

dan 3) Kepatuhan & daya tanggap. Masing-

masing dari komponen dari context kebijakan 

ini pun memiliki pengaruhnya masing-masing 

terhadap implementasi kebijakan ini. Adapun 

problem yang ditemui dalam variabel penelitian 

ini, ditemui pada komponen ini adalah pada 

komponen Kepatuhan dan Daya tanggap. 

Problem ini ditimbulkan dari adanya 

pengaruh/determinan eksternal dari segi 

minimnya kompetensi dan pengalaman yang 

dimiliki oleh pelaksana. 

Problem yang ditimbulkan beserta 

determinannya pada akhirnya juga berpengaruh 

terhadap keseluruhan kehidupan sistem 

implementasi kebijakan ini.  

 

Isi Kebijakan 
Dalam perspektif implementasi kebijakan 

Grindle, isi kebijakan (policy content) menjadi 

fondasi utama yang menentukan sejauh mana 

kebijakan dapat diimplementasikan secara 

efektif di tingkat pelaksana. Isi kebijakan 

mencakup kepentingan yang diakomodasi, 

manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan 

yang dituju, karakteristik pelaksana, serta 

ketersediaan sumber daya. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 

kesejahteraan sosial lanjut usia di UPTD 

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Kupang telah 

berjalan sesuai mandat normatif, namun masih 

menghadapi ketidakseimbangan antar 

komponen isi kebijakan yang memengaruhi 

optimalisasi capaian kebijakan. 

Dari aspek kepentingan, UPTD 

menunjukkan peran aktif dalam 

memperjuangkan kebutuhan lansia melalui 

keterlibatan dalam forum lintas sektor dan 

koordinasi dengan berbagai aktor kebijakan. 

Hal ini mencerminkan adanya upaya menjaga 

keselarasan antara kepentingan institusional 

dan kebutuhan kelompok sasaran. Namun 

demikian, penelitian ini menemukan bahwa 

proses rekrutmen tenaga pengasuh masih 

dipengaruhi oleh intervensi pimpinan, yang 

berimplikasi pada melemahnya prinsip 

meritokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

meskipun kepentingan kebijakan secara 

normatif berpihak pada lansia, praktik 

implementasi masih rentan terhadap distorsi 

kepentingan personal, yang pada akhirnya dapat 

menurunkan kualitas pelayanan. 

Dari sisi manfaat, kebijakan kesejahteraan 

sosial lanjut usia telah memberikan dampak 

positif bagi penerima manfaat, khususnya 

dalam pemenuhan kebutuhan dasar fisik, 

pelayanan kesehatan, dan bimbingan sosial. 

Lansia merasakan peningkatan rasa aman dan 

keberlanjutan perawatan dibandingkan kondisi 

sebelum masuk UPTD. Temuan ini 

menegaskan bahwa manfaat kebijakan tetap 

dapat dirasakan meskipun berada dalam 

keterbatasan sumber daya. Namun, manfaat 

tersebut masih bersifat minimal dan bertumpu 

pada dedikasi pelaksana, sehingga 

keberlanjutannya sangat bergantung pada 

dukungan struktural dan kelembagaan. 

Pada aspek derajat perubahan, implementasi 

kebijakan telah menghasilkan perubahan nyata 

pada kualitas hidup lansia, terutama bagi 

mereka yang sebelumnya mengalami 

keterabaian sosial dan keluarga. Pemenuhan 

kebutuhan dasar dan pendampingan sosial 

menunjukkan bahwa arah kebijakan telah 

sejalan dengan tujuan normatif Undang-
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Undang Nomor 13 Tahun 1998. Akan tetapi, 

perubahan yang dicapai masih lebih dominan 

pada dimensi fisik dan sosial, sementara 

dimensi psikologis dan emosional belum 

tertangani secara optimal. Hal ini menunjukkan 

bahwa derajat perubahan yang dihasilkan belum 

sepenuhnya holistik sebagaimana diidealkan 

dalam kebijakan kesejahteraan sosial lanjut 

usia. 

Dari aspek pelaksana kebijakan, UPTD 

didukung oleh pekerja sosial, perawat, dan 

pengasuh yang menjalankan peran secara 

fungsional dan adaptif, serta diperkuat melalui 

kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan 

layanan spiritual. Namun, keterbatasan 

kompetensi dan pengalaman sebagian 

pelaksana, khususnya pengasuh wisma, 

menjadi tantangan serius dalam pemenuhan 

kebutuhan psikososial lansia. Kekosongan 

layanan konseling menunjukkan bahwa 

kapasitas pelaksana belum sepenuhnya sejalan 

dengan kompleksitas kebutuhan lansia, yang 

tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional 

dan psikologis. 

Aspek sumber daya menjadi titik lemah 

utama dalam isi kebijakan. Keterbatasan 

anggaran akibat refocusing, ketidakseimbangan 

jumlah dan kompetensi SDM, serta kondisi 

sarana prasarana yang tidak memadai 

menunjukkan adanya kesenjangan antara desain 

kebijakan dan kapasitas implementasi. Temuan 

ini menegaskan bahwa tanpa dukungan sumber 

daya yang memadai, kebijakan yang secara 

normatif baik berpotensi kehilangan efektivitas 

di tingkat pelaksana. Dalam kerangka Grindle, 

kondisi ini memperlihatkan bahwa lemahnya 

satu komponen isi kebijakan dapat 

memengaruhi keseluruhan sistem 

implementasi. 

Secara keseluruhan, pembahasan isi 

kebijakan menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan kesejahteraan sosial lanjut usia di 

UPTD Kupang telah memenuhi arah normatif 

kebijakan, namun belum sepenuhnya didukung 

oleh keselarasan antar komponen policy 

content. Ketidakseimbangan pada aspek 

kepentingan, pelaksana, dan sumber daya 

menjadi faktor utama yang membatasi 

optimalisasi manfaat dan derajat perubahan 

kebijakan bagi lansia. 

 

Lingkungan Kebijakan 
Dalam kerangka implementasi kebijakan 

Grindle, lingkungan kebijakan (policy context) 

berperan penting dalam menentukan sejauh 

mana isi kebijakan dapat dijalankan secara 

efektif. Lingkungan kebijakan mencakup 

dinamika kekuasaan dan strategi aktor, 

karakteristik kelembagaan, serta tingkat 

kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

lingkungan kebijakan dalam implementasi 

kebijakan kesejahteraan sosial lanjut usia di 

UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 

Kupang bersifat relatif kondusif, namun masih 

menyisakan persoalan struktural yang 

memengaruhi kualitas implementasi. 

Dari aspek kekuasaan dan strategi aktor, 

implementasi kebijakan menunjukkan pola 

kolaboratif dengan melibatkan berbagai aktor 

lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, 

dinas teknis, organisasi sosial, hingga tokoh 

agama. Strategi koordinatif ini memperkuat 

dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan dan 

memungkinkan pemenuhan kebutuhan lansia 

secara lebih luas, termasuk kebutuhan sosial 

dan psikososial. Temuan bahwa lansia 

penerima manfaat tidak hanya berasal dari 

kelompok miskin, tetapi juga dari keluarga yang 

mengalami isolasi sosial, menegaskan bahwa 

kebijakan ini beroperasi dalam konteks sosial 

yang kompleks. Namun demikian, keberhasilan 

strategi kolaboratif tersebut masih bergantung 

pada konsistensi koordinasi dan integrasi peran 

antaraktor, yang belum sepenuhnya berjalan 

optimal. 

Pada aspek karakteristik kelembagaan, 

UPTD menunjukkan komitmen yang kuat 

terhadap tujuan kebijakan serta kemampuan 

adaptif dalam menjalin kerja sama dengan 

pihak eksternal untuk menutupi keterbatasan 

internal. Kolaborasi dengan institusi kesehatan 

dan lembaga keagamaan memperkuat dimensi 

pelayanan kesehatan dan spiritual lansia. Akan 

tetapi, keterbatasan tenaga konseling 

mengindikasikan bahwa kapasitas kelembagaan 

belum sepenuhnya responsif terhadap 

kebutuhan holistik lansia, khususnya pada 

dimensi psikososial. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa fleksibilitas dan komitmen lembaga 

belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas 

teknis yang memadai. 

Aspek kepatuhan dan daya tanggap 

pelaksana menjadi titik lemah utama dalam 

lingkungan kebijakan. Penelitian ini 

menemukan bahwa sebagian pelaksana, 

terutama pengasuh wisma, belum menunjukkan 

tingkat kepatuhan dan responsivitas yang 

memadai terhadap prosedur dan kebutuhan 

individual lansia. Rendahnya kepatuhan ini 
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tidak semata-mata disebabkan oleh faktor 

individual, melainkan berkaitan erat dengan 

proses rekrutmen yang tidak berbasis merit, 

minimnya pelatihan berkelanjutan, serta 

lemahnya sistem pengawasan internal. Dalam 

perspektif Grindle, kondisi ini menunjukkan 

bahwa lingkungan implementasi yang kurang 

mendukung dapat melemahkan efektivitas 

kebijakan, meskipun desain kebijakan dan 

komitmen kelembagaan relatif baik. 

Secara keseluruhan, pembahasan 

lingkungan kebijakan menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan kesejahteraan sosial 

lanjut usia di UPTD Kesos Lansia di Kupang 

berada dalam konteks yang cukup mendukung 

dari sisi kolaborasi dan komitmen 

kelembagaan. Namun, kelemahan pada aspek 

kepatuhan dan daya tanggap pelaksana menjadi 

faktor pembatas utama yang menghambat 

optimalisasi implementasi kebijakan. Hal ini 

menegaskan bahwa penguatan lingkungan 

kebijakan, khususnya melalui perbaikan tata 

kelola sumber daya manusia dan mekanisme 

pengawasan, merupakan prasyarat penting bagi 

keberhasilan implementasi kebijakan 

kesejahteraan sosial lanjut usia. 

 

Faktor Penghambat 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hambatan utama dalam implementasi kebijakan 

kesejahteraan sosial lanjut usia di UPTD 

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Kupang 

bersifat struktural dan saling berkaitan. 

Hambatan tersebut terutama berakar pada tata 

kelola sumber daya manusia dan pengelolaan 

anggaran, yang secara langsung memengaruhi 

kapasitas implementasi kebijakan di tingkat 

pelaksana. Dalam perspektif Grindle, kondisi 

ini mencerminkan ketidaksesuaian antara isi 

kebijakan dan lingkungan implementasinya. 

Intervensi pimpinan dalam proses 

perekrutan pelaksana menjadi faktor 

penghambat yang paling mendasar karena 

melemahkan prinsip meritokrasi dan 

menghasilkan pelaksana dengan kompetensi 

yang tidak memadai. Praktik ini berdampak 

lanjutan pada rendahnya kepatuhan terhadap 

prosedur, lemahnya daya tanggap terhadap 

kebutuhan lansia, serta terbatasnya kualitas 

pelayanan yang diberikan. Di sisi lain, 

kebijakan refocusing dan efisiensi anggaran 

turut mempersempit ruang gerak institusi dalam 

memenuhi kebutuhan operasional, 

pemeliharaan fasilitas, serta peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia. 

Selain itu, keterbatasan kompetensi dan 

kuantitas pelaksana memperparah beban kerja 

dan menurunkan efektivitas pelayanan. 

Ketidakseimbangan antara jumlah lansia dan 

tenaga pendamping menyebabkan 

pendampingan tidak optimal dan pengawasan 

internal menjadi lemah. Secara keseluruhan, 

faktor-faktor penghambat ini menunjukkan 

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 

kesejahteraan sosial lanjut usia tidak hanya 

ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi sangat 

bergantung pada konsistensi tata kelola sumber 

daya dan komitmen struktural dalam 

mendukung pelaksana di tingkat lapangan. 

PENUTUP 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan kesejahteraan sosial 

lanjut usia di UPTD Kesejahteraan Sosial 

Lanjut Usia Kupang telah berjalan dan 

memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan 

kebutuhan dasar lansia. Namun, berdasarkan 

analisis model Grindle, implementasi tersebut 

belum sepenuhnya optimal karena masih 

dihadapkan pada ketidaksesuaian antara konten 

kebijakan dan konteks pelaksanaannya. 

Permasalahan utama terletak pada aspek tata 

kelola sumber daya, khususnya proses 

rekrutmen pelaksana yang belum berbasis 

merit, keterbatasan anggaran akibat refocusing, 

serta kapasitas dan kuantitas sumber daya 

manusia yang belum memadai. Kondisi ini 

berdampak pada lemahnya kepatuhan dan daya 

tanggap pelaksana, terutama dalam memenuhi 

kebutuhan psikososial lansia secara 

komprehensif. 

Temuan ini merefleksikan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan 

kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak hanya 

ditentukan oleh komitmen normatif dan 

dedikasi pelaksana, tetapi sangat bergantung 

pada keselarasan antara isi kebijakan dan 

lingkungan implementasinya. Oleh karena itu, 

penguatan tata kelola kelembagaan, perbaikan 

manajemen sumber daya manusia, serta 

keberlanjutan dukungan anggaran menjadi 

prasyarat penting untuk meningkatkan 

efektivitas kebijakan. Penelitian ini juga 

membuka ruang bagi kajian lanjutan yang 

membandingkan implementasi kebijakan 

kesejahteraan sosial lanjut usia di berbagai 

daerah guna memperoleh pemahaman yang 

lebih komprehensif terhadap dinamika 

implementasi kebijakan sosial di tingkat daerah. 
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